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SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PB PMII)
Mbohammad Rodli Kaelani

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam Pergerakan

alau kita bertanya seperti apa cermin politik
Klndonesia ke depan, jawabannya tenfw di tangan

pemuda hari ini penentunya. Berkenaan dengan
pernyataan tersebut, tema buku ini bukan hanya aktual
tetapi juga memiliki nilai faktualitas yang tinggi.

Kenapa? Karena para penulis yang turut mencurahkan
gagasan dan pokok-pokok pikirannya dalam buku ini
adalah mereka tokoh muda yang hampir pasti bakal
memegang tongkat estafet kepemimpinan politik di negeri
ini. Jadi, untuk mengetahui gambaran wajah sosial-politik
lima atau sepuluh tahun ke depan, dari ide-ide besar
mereka, kita bisa memproyeksikannya. :

Dalam hal ini, saya menilai, buku berjudul
“Transformasi Kepemimpinan: Tantangan Kaum Muda
dan Visi Indonesia menuju Negara Maju” yang disusun
oleh Bidang Media dan Opini Publik Pengurus Besar
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hadirnya buku ini ke depan bisa memberikan sumbangsih
semangat, dan menumbuhkan gairah intelektual kader
PMII, di manapun mereka belajar dan berproses.

Wallahul Muwafig lla Aqwamith Thorieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wh.
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Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen negara Republik
Indonesia terhadap hak asasi manusia juga dapat dicermati
dariadanya berbagai Undang-Undang dan atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang telah dibentuk sebagai
wujud untuk menjamin adanya perlindungan hukum
terhadap hak asasi manusia. Lebih dari itu Indonesia juga
aktif memberikan dukungan dalam upaya menghormati
hak asasi manusia di tingkat internasional melalui tindakan
meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang
hak asasi manusia. Bahkan berbagai institusi / lembaga
di tingkat nasional ataupun daerah telah dibentuk atau
diperkokoh keberadaannya untuk melaksanakan fungsi-
fungsi yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan,
pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Komitmen Indonesia tersebut di atas merupakan
kemajuan yang harus diakui dan harus mendapatkan
apresiasi. Namun kemajuan tersebut masih belum
cukup apabila tidak berkorelasi secara signifikan dengan
pelaksanaannya yang ternyata masih jauh dari apa yang
diharapkan. Harus diakui bahwa dalam kenyataannya
sampaisaatinikasus-kasuspelanggaranhak asasimanusia,
baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial
dan budaya masih banyak terjadi di Indonesia. Untuk
melihat bagaimana pelaksanaan hak sipil dan politik di
Indonesia antara lain dapat dicermati dari wajah praktik
hukum, begitu pula bagaimanakah pelaksanaan hak
ekonomi, sosial dan budaya antara lain dapat dicermati
dari persoalan pendidikan.di Indonesia.
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terhadap asas kebebasan dan persamaan. Apabila
dicermati secara eksplisit jaminan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah
diamandemen yaitu dalam Pasal 28. Selain itu jaminan
pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara
khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999. -

Apabila merujuk pada paradigma hukum
perundang-undangan adalah sebagai penjamin dari
kebebasan dan hak asasi manusia, maka berarti semua
peraturan perundang-undangan pada dasarnya
substansinya harus memberikan jaminan perlindungan
terhadap hak asasi manusia, atau dengan perkataan
lain dapatlah dimaknai, bahwa hukum sesungguhnya
adalah perwujudan dari nilai-nilai hak asasi manusia.
Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa
jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak
hanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999, melainkan seharusnya
seluruh peraturan perundang-undangan substansinya
adalah berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kalimat sebagaimana yang ditentukan dalam
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
yang menentukan bahwa :

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini
adalah merupakan payung dari seluruh peraturan
perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh
karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak
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langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi
pidana, perdata, dan atau administrative sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memberikan suatu pemahaman, bahwa upaya
perlindungan hukum melalui penegakan hukum
pada hakekatnya juga merupakan penegakan hak
asasi manusia. Dengan demikian adanya jaminan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam
hukum positip / peraturan perundang-undangan yang
disertai dengan kuatnya upaya penegakan hukum
yang tegas, professional dan tidak diskriminatif maka
dapat dipastikan tatanan kehidupan yang senantiasa
menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat terwujud di
Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kerja
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPR maupun
DPRD serta para aparat penegak hukum merupakan
indikator penting dalam menentukan terwujud atau
tidaknya suatu tatanan kehidupan yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia

Untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia
tidak mungkin dapat dilakukan secara revolusioner
melainkan harus dengan cara evolusioner. Mengubah
suatu tatanan kehidupan yang telah mengakar atau
membudaya(khususnyabudayayangfeodal, patriakhal
dan diskriminatif) harus melalui sebuah proses yang
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
melalui sebuah sistem pendidikan yang terpadu.
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Dengan kata lain untuk dapat mewujudkan budaya
hak asasi manusia yang tercermin dari sikap dan
perilaku setiap individu dalam tatanan kehidupan
sosial baik dalam konteks sebagai warga masyarakat
maupun dalam konteks hidup bernegara harus melalui
sebuah proses yang panjang tidak mungkin dengan
cara instant seperti membalik telapak tangan.

Masih tingginya angka pelanggaran hak asasi
manusia antara lain disebabkan karena sebagian
masyarakat belum memahami hakekat hak asasi

. manusia secara benar. Beberapa fakta menunjukkan
bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia masih
sebatas “euforia” ” yaitu suatu kondisi yang membuat
orang latah untuk ikut memperbincangkan, karena
kenyataan yang ada saat ini, baik dalam kehidupan
sosial maupun kehidupan individual, pengertian hak
asasi manusia hanya dipahami secara sempit.

Membangun sebuah kesadaran setiap individu
akan pentingnya pemahaman tentang hak-haknya
serta kewajibannya untuk senantiasa menghargai dan
menghormati hak orang lain dalam konteks sebagai
individu, maupun dalam konteks sosial baik sebagai
anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara
merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan
untuk mewujudkan budaya hak asasi manusia. Oleh
karena itu pendidikan hak sasi manusia merupakan hal
yang mutlak harus dilakukan, sebagaimana ditegaskan
dalam Mukadimah Universal Declaration of Human Rights
bahwa “agar setiap orang dan setiap badan di dalam
masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, akan
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